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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1997
TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam
perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang i)ﬁsat
dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan , dengan
dukungan Pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kcwajiban.kcnegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam

pembiayaan Negara dan pembangunan nasional;

bahwa baik tanah yang mempunyai fungsi sosial sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa maupun bangunan memberikan
keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik
bagi orang pribadi atau badan yang mempercleh suatu hak
atasnya, oleh karena itu wajar bila mereka yang memperoleh hak

atas tanah dan atau bangunan diwajibkan membayar pajak kepada
Negara;

c. bahwa ...
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c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka hak-hak atas tanah menurut
hukum barat menjadi tidak berlaku lagi, oleh karena itu pungutan
Bea Balik Nama atas pemindahan harta tetap berdasarkan
Ordonansi Bea Balik Nama menurut Staatsblad 1924 Nomor 291
tidak dapat dilaksanakan;

. d. bahwa terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak
atas tanah dan atau bangunan, berdasarkan peraturan perundang--
undangan yang berlaku perlu dikenakan pajak dengan nama Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; )

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: '

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 33
. ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN.

BABI ...
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

L.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang.
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang

selanjutnya disebut pajak:

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas

tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan; ,

Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
yang dapat disingkat STB, adalah surat untuk melakukan tagihan

pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKBKEB, adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang
terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

6. Surat ...
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Surat Ketetapan Bea Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKBKBT, adalan
surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak

yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKBLB, adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada

pajak yang scharusnya terutang;

Surat Ketetapan Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Nihil, yang dapat disingkat SKBN, adalah surat keputusan.yang
menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan

jumlah pajak yang dibayar;

Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
yang dapat disingkat SSB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Negara atau tempat lain yang ditetapkan
oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak

atas tanah dan atau bangunan;

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Bea ...
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Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Nihil, atau Surat Tagihan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Keietapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih
Bayar, atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak; ’

Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaiau Sengketa
Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak;

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II
OBJEK PAJAK

Pasal 2

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan

atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemindahan ...




